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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Keterwakilan perempuan sangat diharapkan dalam pemilihan umum
tahun 2019 di Kota Batu. Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini
mengupayakan agar keterwakilan perempuan dapat terpenuhi dalam
dunia perpolitikan, dan hal ini dapat dibuktikan oleh Partai
Keadilan Sejahtera dalam pemilu tahun 2019 ini, dimana
keterwakilan perempuan mencapai lebih dari yang diperkirakan,
yaitu lebih dari angka 30%.

2. Dalam melaksanakan dan mengupayakan keterwakilan perempuan
agar sesuai dengan yang diharapakan pemerintah dan juga
masyarakat, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera memiliki
berbagai macam hambatan dan juga kendala. Kendala yang sering
dihadapi oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini terdapat 4
macam, Yyaitu pertama adanya kendala dari kurangnya/minimnya
keadaan finansial dari perempuan yang ingin menjadi bakal calon
pemilihan umum. Kedua, kendala yang kedua yaitu karena lemahnya
sistim hukum dalam pemilihan umum yang mana dalam pemilihan
umum dahulu, uang kampanye didapat dari iuran anggota Partai

Politik itu sendiri, tetapi sekarang kampanye dilakukan oleh
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masing-masing individu yang mencalonkan. Ketiga, kurangnya
pengetahuan masyarakat terutama perempuan terkait dengan dunia
politik. Kurangnya kemauan dari masyarakat terutama perempuan
untuk menekuni dunia perpolitikan menjadikan perempuan jarang
mengikuti pemilihan umum. Keempat, stigma negatif yang tersebar
dimedia dan lingkungan masyarakat membuat perempuan semakin
enggan menjejakan kakinya didunia politik. Dunia politik yang
dikenal dengan super power semakin membuat perempuan rendah
diri.

3. Upaya yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera agar kuota
30% dapat terpenuhi yaitu dengan meminimalisir terjadinya kendala-
kendala. Upaya vyang dilakukan yaitu yang pertama dengan
memberikan  pendampingan  bisnis untuk menghadapi kendala
finansial. Kedua, yaitu dengan mengadakan seminar politik. Ketiga,
menambah ilmu pengetahuan tentang dunia politik, agar perempuan
dan masyarakat lebih mengetahui tentang dunia politik. Keempat,
mengubah stigma negatif menjadi positif, agar pemikiran masyarakat
lebih terbuka dengan adanya pemberitaan yang baik dari media

massa terkait dunia politik.
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4.2 Saran
1. Bagi Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan adanya kemajuan dalam keterwakilan perempuan di ruang
lingkup politik dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kota Batu, maka
dapat dilihat bahwa perempuan pada dasarnya ingin selalu turut andil
dalam setiap aspek terutama dalam dunia politik. Partai Keadilan
Sejahtera dalam hal ini telah mengupayakan agar perempuan dapat
mengikuti pemilihan umum. Hal ini perlu diapresiasi, agar nanti pada
pemilu-pemilu tahun berikutnya keterwakilan perempuan dapat dilihat
kembali. Bagi Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini harus terus
mengupayakan keterwakilan perempuan supaya tidak hanya berhenti
dalam pemilu tahun 2019 ini, tetapi juga dalam pemilu-pemilu
berikutnya juga.

2. Bagi Partai Politik Lain.

Partai Politik lain, bukan hanya Partai Keadilan Sejahtera saja,
telah mengupayakan keterwakilan perempuan untuk dapat maju dalam
peserta pemilihan umum tahun 2019 ini, hal ini perlu diupayakan oleh
Partai Politik lain untuk ke pemilihan umum tahun selanjutnya, agar
keterwakilan perempuan tidak berhenti sampai disini saja. Hal ini ini
dikarenakan Partai Politik merupakan jembatan untuk peraturan ini dapat

dijalankan sebagaimana mestinya.
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3. Bagi Badan Legislatif.

Substansi dalam peraturan memang sangat penting. Hukum dapat
berjalan jika terdapat suatu aturan yang mengaturnya. Dalam hal ini,
peraturan terkait dengan keterwakilan perempuan dalam dunia politik
memang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan,
tetapi keterwakilan perempuan hanya dapat terjadi pada pemilihan umum
tahun 2019 ini, padahal jika dilihat lebih jauh, keterwakilan perempuan
telah diatur sejak pemilihan umum tahun 2009. Hal ini perlu diteliti
kembali oleh Badan Legislatif, apakah keterwakilan perempuan ini hanya
dilakukan sebagai pelengkap oleh Partai Politik untuk tetap dapat
menjadi peserta pemilu, agar partai politik tidak dikenai sanksi dalam
pemilihan.

4. Bagi Masyarakat Terutama Perempuan di Indonesia.

Bagi masyarakat Indonesia, mindset tentang sistem Patriarki harus
lebih diubah kearah yang lebih positif. Perempuan tidak selamanya lebih
cocok dan harus bekerja didapur. Setiap orang dilahirkan dengan
talentanya sendiri, perempuan pun juga begitu. Pemikiran perempuan
yang lemah lembut dan selalu melihat jalan keluar dari beberapa aspek
inilah yang dibutuhkan dunia politik agar lebih maju dan lebih baik lagi.
Bagi perempuan Indonesia juga harus memiliki keberanian untuk maju

dalam dunia politik dan menunjukan ide serta kreativitas mereka.
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